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A. Transliterasi Arab-Latin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabelberikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan

< Ba' B Be

& Ta“ T Te

& Sa S Es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z Ha“ H Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan ha

2 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
D) Ra“ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Esdan ye

ol Sad N Es (dengan titik di bawah)
o= Dad D De (dengan titik di bawah)
L Ta T Te (dengan titik di bawah)
L Za Z Zet (dengan titik di bawah)
¢ ,,Ain 4 Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

- Fa F Fa

3 Qaf Q Qi

4 Kaf K Ka

J Lam L El

a Mim M Em

s Nun N En

3 Wau W We
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Ha H Ha

s Hamzah ’ Apostrof

$ Ya' Y Ye

Hamzah (+) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda
().

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap ataudiftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i tathah a a
{ kasrah i i
i dammah u u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
s fathah dan ya’ ai adan i
5 fathah dan wau au adanu
Contoh:
s - kaifa

-~ u ﬂ/
J}jﬂ - haula
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3.Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf,transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
& ... |V ... | fathahdan alifatau ya’ a a dan garis di atas
- kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
I dammah dan wau u u dan garis di atas
Contoh:
=L ;mata
s rama

g o :gila

=25 yamiitu
e A

4. Tamarbiitan

Transliterasi untuk ta@“ marbiitah ada dua, yaitu ta@" marbiitah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkanza * marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ¢a* marbitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta "

marbitah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :
JLAW\ 53 : raudah al-azfal
A ROAN : al-madinah al-fadilah

" O\

: al-hikmah

s



5. Syaddah(Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda tasydid (: ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :
L:,‘; : rabbana
L N : najjaind
‘25 : al-haqq
WP
V_M s nu’ima
24 -
)JJ« : aduwwun

Jika huruf (sber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah

(&—maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.
Contoh:

AR -

T, : Al (bukan Aliyy atau A°ly)

fsﬁ}/" . Arabi (bukan A rabiyy atau Arabiy)
6. Kata Sandang
Artikel dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufJ\yalif lam
ma’rifah). Dalam panduan transliterasi ini, artikel ditransliterasikan seperti biasa,
al-, baik yang diikuti dengan huruf syamsi yah maupun huruf gamariyah. Artikel
tidak mengikuti bunyi surat langsung yang mengikutinya. Artikel ditulis terpisah

dari kata-kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis horizontal (-).

Contoh:



s o5 : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

Ajj_sjﬂ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
8 al-fasafah (bukan afasafah)
N : al-biladu (bukan abiladu)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof () hanya berlaku untuk
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di

awal kata, tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab itu adalah alif.

Contoh:

o
< 0},‘/«

J 9,4 :ta“'murina

é}iﬁ :al-nau”

3 ;53{ ssyaiu

é)}:\ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab transliterasi adalah kata, istilah, atau
kalimat yang belum baku dalam bahasa Indonesia. Kata-kata, istilah atau kalimat
yang biasa dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis
dalam tulisan bahasa Indonesia, atau biasa digunakan di kalangan akademisi
tertentu, tidak lagi ditulis menurut metode transliterasi di atas. Misalnya kata al-
Quran (dari al-Quran), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, jika kata-kata ini
merupakan bagian dari rangkaian teks Arab, mereka harus ditransliterasikan
secara keseluruhan.

Contoh:

Xi



Syarh al-Arba “in al Nawawr Risalahfi

Ri“ayahal-Maslahah

9. Lafzal-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.
Contoh:
ANE e
dinullah billah

Adapun ta “marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz aljalalah,

diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

;»\ 4] 3 v_fa thum firahmatillah

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak mengenal huruf
kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut tunduk pada
ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa
Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis
huruf pertama nama pribadi (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama di awal
kalimat. Jika nama pribadi didahului dengan artikel (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap merupakan huruf awal nama pribadi, bukan huruf awal

artikel. Jika terletak di awal kalimat, maka huruf A artikel tersebut menggunakan
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huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal judul
rujukan yang didahului oleh artikel al-, baik yang tertulis dalam teks maupun

dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Innaawwalabaitinwudi “alinnasilallazibiBakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila frhial-Quran

Nasir al-Din al-Tist
Nasr Hamid Abii Zayd

Al-Tuft
Al-Maslahah fzal-Tasyri" al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (putra) dan Abii (ayah
dari) sebagai nama belakang kedua, maka dua nama terakhir harus disebutkan

sebagai nama belakang dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abii al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abi al-
Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abi al-Walid Muhammad Ibnu)
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B. Daftar Nama Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

QS = Qur’an Surah

HR

wan Syariah Indone

= Majelis Ulama Indonesia

anda Pendu
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ABSTRAK

Nur Asli Sufid, 2022. “Penerapan gadai emas pada Bank BSI KCP Ratulangi
Palopo”. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Megasari.

Penelitian ini membahas tentang penerapan gadai emas (Rahn) pada BSI KCP
Ratulangi Palopo berdasarkan Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/IN/2002.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan gadai emas pada
Bank BSI KCP Ratulangi Palopo sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No
25/DSN-MUI/111/2002 tentang Rhan emas. Dalam penelitian ini menggunakan
empat indikator penelitian yaitu Murtahin, Marhun, Akad dan Ujrah atau Biaya
pemeliharaan. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif, teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumen. Jenis
data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Setelah data-data terkumpul
maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil
penelitian menujukkan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan
Marhun (barang gadai) ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penelitian
menyatakan penerapan gadai emas pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo, Belum
sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:
25/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn emas yaitu besar biaya pemeliharaan dan
penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
Dinyatakan belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No:25/DSN-MUI/I11/2002,
Degan mempertimbangkan Resiko kehilangan dan kerusakan barang.

KataKunci: Gadai (Rahn), Penerapan gadai emas,Bank syariah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, masyarakat di
negara maju maupun di negara berkembang sangat membutuhkan suatu
Lembaga Keuangan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi
keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh

masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara

aman. L

Bank yang berkembang di negara Indonesia tidak hanya bank
konvensional saja, tetapi juga bank syariah. Bank syariah di Indonesia lahir
sejak tahun 1992. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.?

Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia
(BMI). Pada tahun 1992 hingga 1999, Perkembangan Bank Muamalat
Indonesia, masih tergolong sangat lambat. Namun sejak adanya krisis moneter
yang melanda Indonesia pada tahun 1997 daan 1998, maka para bankir melihat
bahwa BMI tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berfikir

bahwa BMI, satu-satunya Bank Syariah di Indonesia, tahan terhadap krisis

! Ismail, Perbankan Syariah, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011),
30.

2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan lustrasi,
(Yokyakarta: EKONISIA, 2008), 27.



moneter. Pada 1999, berdirilah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan
konversi dari Bank Susila Bakti merupakan Bank konvensional yang dibeli oleh
Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi BSM, Bank kedua di

Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia sebagai negara dengan
penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi yang
terdepan dalam industri keuangan syariah. Bank syariah memainkan peranan
penting sebagai fasilator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem

industri halal.®

Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah sudah mewacanakan
pembentukan Bank Syariah BUMN Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional yaitu Bambang Brodjonegoro pada bulan januari 2019 lalu meminta
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk mendorong realisasi
pembentukan bank BUMN syariah. Hal ini dilakukan sebagai langkah

mempercepat pangsa pasar syariah dalam negeri.

Pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir
1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya BSM, BNI Syariah, dan BRI
Syariah menjadi suatu entititas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).
Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah
sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta

memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan

3https://ir.bankbsi.co.id



https://ir.bankbsi.co.id/

perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui

Kementrian BUMN, (BSI) didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merestui merger BRI Syariah, BNI
Syariah dan BSM pada 27 Januari 2021. Izin tersebut tertuang dalam surat
bernomor SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian lzin penggabungan PT Bank
Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah

Thk.*

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikthiar untuk
melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi
baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan
masyarakat luas. Keberadan (BSI) juga menjadi cerminan wajah perbankan
syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi
segenap alam, proses merger tiga Bank Syariah besar di Indonesia menjadi salah
satu tonggak sejarah yang akan membuka banyak peluang-peluang baru dalam
mendukung perekonomian masyarakat secara nasional. Setiap bank syariah
memiliki latar belakang dan sejarahnya sendiri sehingga semakin menguatkan

posisi BSI ke depannya. °

Bank Syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan Bank
konvensional. Bank Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para

nasabahnya. Dalam sistem perjanjian antara nasabah dan Bank. Perjanjian

“https://www.bankbsi.co.id
Shttps://ir.bankbsi.co.id
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(akad) yang terdapat di Perbankan Syariah harus tunduk pada syarat dalam

syariah Islam.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan
bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menangkut tentang Bank
Syariah dan unit usaha Syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta
cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah
bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan
menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah

(UUS), dan Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran
dua gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan
utama dari pendirian lembaga keuangan berdasarkan etika ini adalah tiada lain
sebagal upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan

ekonominya berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah.’

Kegiatan bank syariah sebagai pelayanan dalam meningkatkan
produktivitas masyarakat salah satunya melalui pembiayaan. Pembiayaan
merupakan salah satu fasilitas penyediaan dana yang dilakukan oleh bank

syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisitunit.

® Bank Syariah Indonesia,  Sejarah perseroan,” Situs resmi Bank Syariah Indonesia.
https://www.ir-bankbsi.com/corporate history.html

7 Muhammad syafii antonio, Bank syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
2001 ), h.18
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Salah satu pembiayaan adalah dengan menggunakan akad rahn atau gadai yang

termasuk dalam pelayanan jasa pada bank syariah.®

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki
nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau memperoleh
jaminan untuk dapat mengambil kembali atau seluruh sebagian piutangnya.
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang

atau gadai.®

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan rahn sebagai
akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan
murabahah. Selain itu, rahn juga dapat menjadi produk tersendiri untuk
menangani kebutuhan nasabah guna keperluan jasa atau yang bersifat
konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Produk bank syariah

yang menggunakan rahn sebagai produk tersendiri yaitu produk gadai emas.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa
emas sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Gadai emas saat
ini tidak hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah saja, tetapi juga dapat
dilakukan di bank syariah. Beberapa bank syariah di Indonesia sudah

menerapkan produk gadai emas. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan

8 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2009), h. 402.

® Muhammad syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Paktik, (Jakarta: Gema Insani,
2001), h. 128



masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan menggunakan emas

sebagai agunan atau jaminannya.

Gadai merupakan sarana Yyang digunakan masyarakat luas untuk
meminjam uang dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminannya.
Keuntungan yang di dapat oleh lembaga sendiri digunakan untuk pendanaan
kegiatan oprasional dan sebagai modal untuk menjalankan tugas fungsionalnya,
Namun kenyataannya, tidak sedikit praktek dalam gadai yang justru
menyimpang dari ketetapan yang sudah ditentukan, sehingga terjadi sengketa

yang dapat merugikan salah satu pihak.*!

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi payung hukum gadai
syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah yaitu berpegang pada
Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/I11/2002 tanggal 26 Juni
2002 tentang Rahn yang menyatakan bahwa pinjaman yang menggadaikan
barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan, dan Fatwa
DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/111/2002 tentang gadai emas.*?

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah
Nasional tersebut sangatlah penting karena dijadikan dasar dan pedoman bank
syariah dalam menjalankan produk gadai emas. Bank syariah yang memiliki
produk pembiayaan berupa gadai emas, salah satunya adalah BSI KCP

Ratulangi Palopo.

V1bid, 388

11 Jefry Tarantang, et al., regulasi dan implementasi pegadaian syariah di Indonesia,
(Yokyakarta: K-Media, 2019)

2bid, 388



Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo mulai beroperasi sejak
tahun 2021. BSI KCP Ratulangi ini mengalami perkembangan yang cukup baik.
Gadai emas di BSI ini merupakan produk dimana bank memberikan
fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan prinsip gard dengan jaminan berupa
emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikatan secara gadai (rahn).
Sedangkan barang atau harta dimaksud ditempatkan dalam penguasaan dan
pemeliharaan bank dan atas pemeliharaan tersebut, bank mengenakan biaya
sewa atas dasar prinsip ijarah.®
Fatwa DSN-MUI No. 25/Dsn-Mui/ll1/2002 tentang Rahn menjelaskan
ketentuan praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam, salah satunya adalah
“Besar Marhun biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan Penetapan
berdasarkan besarnya jumlah biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan
emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah
pinjaman yang diterima nasabah.4
Masyarakat di Kota Palopo memiliki kebutuhan yang berbeda di antara
masyarakat lainnya, ada masyarakat yang memiliki kebutuhan terdesak dan ada
pula masyarakat yang memiliki kebutuhan yang tidak terdesak terhadap uang
oleh karena itu masyarakat yang memiliki kebutuhan terdesak membutuhkan
modal atau uang untuk segera memenuhi kebutuhannya. Tetapi mengambil
keputusan yang mempengaruhi nasabah untuk memilih BSI dikarenakan

kebutuhan nasabah yang mendesak memerlukan pencairan dana yang cepat dan

13 Sarip Muslim, Akutansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik, (Bandung: Pustaka,
Setia,2015), 243.

14 Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Liabilitas dan Modal: Pelaksanaan Prinsip
Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah,
Produk Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah, Pasal 1 No.10/17/PBI1/2008,23.



menginginnkan transaksi tanpa adanya unsur riba.

Pada umumnya banyak dari masyarakat yang belum memahami transaksi
gadai khususnya mengenai penerapannya sesuai tuntutan syariat islam. Namun,
berdasarkan penelitian yang peneliti temui di lapangan, masih ada salah satu
poin ketentuan yang berlaku pada fatwa DSN-MUI yang belum diterapkan oleh
pihak BSI KCP Ratulangi Palopo yaitu seperti dalam menetapkan biaya
pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut masih ditentukan
berdasarkan jumlah pinjaman atau dihitung berdasarkan persentase tertentu dari
nilai piutang. Menurut karyawan BSI KCP Ratulangi Palopo, dalam menetapkan
biaya pemeliharaan dan penyimpanan gadai emas tersebut harus dihitung.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “ Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah
Indonesia KCP Ratulangi Palopo Berdasarkan Fatwa DSN MUI
No0.25/Dsn-Mui/l11/2002”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah = digunakan untuk menghidari adanya
penyimpangan atau pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih
terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan
tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana
Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo

Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.25/111/2002.



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka masalah pokok dari
penelitian ini, Bagaimana Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia

KCP Ratulangi Palopo Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO.25/Dsn-Mui/l11/2002.

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini ingin mengetahui Penerapan Gadai Emas
Pada Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo Berdasarkan Fatwa DSN
MUI NO.25/Dsn-Mui/l11/2002.
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis.
a. Sebagai pembanding antara teori yang didapat dibangku perkuliahan
dengan fakta yang ada di lapangan.
b. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian
yang serupa.
2. Manfaat praktis.
a. Bagi penulis, memnberi manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang
lebih mendalam mengenai penerapan konsep gadai emas pada Bank BSI
KCP Rtulangi Palopo.
b. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengembankan

ataupun untuk memperbaiki usahanya agar lebih maju lagi.
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c. Bagi masyarakat luas, sebagai salah satu sumber informasi mengenai

sumber alternatif pendanaan syariah.




BAB |1

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai bahan acuan dan
perbandingan untuk menghindari kesaman objek penelitian serta menganalisis
letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Naila Fahira, tahun 2022 yang
berjudul “Penerapan akad ijarah pada pembiayaan gadai emas di Bank Riau
kepri cabang syariah Pekanbaru ditinjau menurut Figih Muamalah”.Hasil
yang didapat dari penelitian ini menujukkan bahwa pembiayaan gadai emas
di Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru ini Pelaksanaannya sesuai
dengan fatwa DSN-MUI, tetapi dapat dikatakan bahwa ini hakikatnya hanya
trik(hilah) dari praktek riba atau menjadi jalan tengah dari penggabungan
akad yang diterlarang. Karena akad yang diterapkan merupakan akad hybrid
dalam jual beli, termasuk kedalam multiakad yang dilarang. Walaupun dia
bukan akad tersendiri tetapi menggunakan tiga akad sebagai penguat dari
akad lain. Nabi Muhammad saw melarang kontrak hybrid antara kontrak
penjualan dan pinjaman(gardh), meskipun setiap kontrak berdiri secara
individual atau terpisah. Larangan ini dilakukan untuk menghindari riba dan

mayoritas ulama muslim sepakat untuk melarang kombinasi penjualan

11
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dengan kontrak pinjaman dalam satu transaksi.l®Persamaan penelitian ini
dengan yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya, meneliti
penerapan produk gadai emas, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada
tempat penelitian, Dinda Naila Fahira meneliti di Bank Riau Kepri Cabang
Syariah Pekanbaru, sementara peneliti lakukan yaitu meneliti Pada Bank
BSI KCP Ratulangi Palopo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sity Muthmainnah, tahun 2018, Skripsi yang
berjudul “Analisis penetapan ujrah barang gadai di Pegadaian Syariah
Cabang Indramayu”Jenis penelitian ini adalah metode penelitian non
doctrinal dengan pendekatan normatif-empiris. Pengumpulan data primer di
lakukan dengan metode wawancara ketua Pegadaian Syariah Cabang
Indramayu, dan dokumentasi dari pegadaian Syariah Indramayu, sedangkan
untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen, jurnal, peraturan
buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori rhan. Setelah data
penelitian menujukkan bahwa perhitungan biaya ijarah yang diterapkan
Perum Pegadaian Syariah di Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa DSN
Nomor: 25/DSN-MUI/111/2002, Perhitungan ijarahtidak didasarkan pada
jumlah pinjaman nasabah melaikan dari nilai Barang jaminan sendiri.
16Sementara yang peneliti lakukan yaitu meneliti tentang “penerapan konsep
gadai emas Pada Bank BSI KCP Ratuilangi Palopo’’, persamaan dari subjek

penelitian ini yaitu meneliti produk gadai emas, menggunakan pendekatan

15 Dinda Naila Fahira, “Penerapan Akad Ijarah pada pembiayaan gadai emas di Bank
Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru ditinjau menurut Fiqih Muamalah™ Skripsi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

16Sity Mutmainah, “Analisis penetapan ujrah barang gadai di Pegadaian Syariah Cabang
Indramayu” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018
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kualitatif menghasilkana data deskriptif, Sedangkan perbedaanya dapat
dilihat dari Tempat penelitian, Siti mutmainnah Di Pegadaian Syariah
Cabang Indramayu,  Sedangkan peneliti meneliti di Bank BSI KCP
Ratulangi Palopo.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Debrillya Tri Ramadani, tahun 2020 yang
berjudul “Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Idonesia Pada Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah
Unit Pasar Sentral Makassar)”. Bertujuan untuk menganalisis Gadai Emas
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Idonesia Pada
Pegadaian Syariah (Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar)
jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, Transaksi yang
digunakan oleh Pegadaian Syariah Unit Pasar SentralMakassar sendiri
dalam mekanisme oprasionalnya gadai emas dilakukan dengan
menggunakan transaksi tiga akad, yaitu akad gard, akad Rhan dan akad
ljarah.!” Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian Debrillya Tri
Ramadani, meneliti Di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar.

Sedangkan peneliti meneliti Pada Bank BS1 KCP Ratulangi Palopo.

17 Debrillya Tri Ramadani, “Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian Syariah (Stud i Pegadaian Syariah Unit Pasar
Sentral Makassar)” Universitas Negeri Alauddin Makassar, 2020
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B. DeskripsiTeori

1. Penerapan
Penerapan adalah perbuatan menerapkan.*® Pengertian Penerapan Menurut

J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.

Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan,

memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa

penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu
maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah
dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

a. Adanya program yang dilaksanakan

b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan
diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung
Jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses
penerapan tersebut.

2. Pengertian Gadali Syariah (Rahn)

a. Gadai (Rahn) menurut arti bahasa: tetap. Sedangkan menurut istilah syara:
ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian
hutang, dan barang tersebut akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak

dapat) melunasinya.*®

18peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern
English Perss, 2002),1598

19 Syekh Syamsuddin Abu abdillah, Terjemahan fathul garib”, (Mutiara Ilmu: Cet. 1.
1431/2010),h.175
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Produk yang termasuk dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu produk
yang banyak diminati masyarakat pada akhir-akhir ini. Hal tersebut
dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap
tahunnya. Bahkan masyarakat cenderung menggunakan gadai emas menjadi
suatu bentuk investasi. Gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan oleh
nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek - dan keperluan yang
mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal
kerja jangka pendek dan sebagainya. Sistem gadai emas juga sangat
bermanfaat bagi sebagian orang yang memanfaatkan momentum tren sebuah
bisnis. Sistem gadai lebih menguntungkan dari pada menjual emas tersebut.
Gadai emas biasa dilakukan di berbagai macam tempat, tetapi yang paling
umum di tentukan di Indonesia adalah melalui pegadaian syariah dan Bank
syariah. Pembiayaan adalah adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh
bank Syariah. Pembiayaan gadai emas syariah adalah penggadaian atau
penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa
emas) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) untuk dikelola dengan
prinsip ar-rahn vyaitu sebagai jaminan (marhun) atas pinjaman/piutang
(marhun bih) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.

Ar-Rhan merupakan penyerahan barang dari nasabah kepada bank/pegadaian

sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasababh.
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Transaksi di atas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi

atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputiZ°:

a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad Qardh

b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad Rhan

c. Penempatan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas
penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad ijarah.

Pengertian gadai menurut KUH Perdata pasal 1150 Adalah suatu hak yang

diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak,

diserahkan kepadanya oleh seirang lain atas dirinya, dan diberikan kekuasan

kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang

tersebut secara didahulukan kepada orang yang berpiutang lainnya, dengan

pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah

barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.?*

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas
suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai
Jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh orang yang berpiutang
bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo.?2

Gadai (rahn) dalam fikih adalah perjanjian suatu barang sebagai

tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan

20 M. Hasbi Ummar, Filsafat Figih Muamalat Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers,
2020).

2Subekti, R, dan R, Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHU Perdata),
Pradnya Paramita, (Jakarta, 2003)

22M. Hashi Ummar, Filsafat Figih Muamalat Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers,
2020).
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syara sebagai tanggungan pinjaman (mahrun bih) , sehingga dengan adanya
tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan
atas pinjaman yang telah di terimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki
nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan
untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya . secara
sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau
gadai. Manfaat yang langsung Yyang didapat dari produk gadai emas (rahn)
untuk bank adalah biaya-biaya kongkret yang harus dibayar oleh nasabah
untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Jika penahan aaset
berdasarkan fidusia (penahan barang bergerak sebagai manfaat yang langsung
didapat dari produk gadai emas (rahn) untuk bank adalah biaya-biaya konkret
yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset
tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan fidusia (penahanan barang bergerak
sebagai jaminan). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rhan adalah
semacam jaminan utang atau gadai.?

Hadis (H.R Bukhari)

Ao UG°R0 06 Ceae ¥ A sl Ne WAs ol & Jdes s
A s Al e A5 0 8 L 8 CADY a5
S saska Ge Llaka o Al adle D e 23 G e

(B ol 5y ). a5 (e & 5 40 53 Jal

Terjemahanya:

23 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001)
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“Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan
kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy
berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di
hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad
dari 'Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah
membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu
tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju
besi.” (HR. Al-Bukhari).?*

3. ljarah

a. Pengertian ljarah

ljarah adalah suatu akad yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam
Jangka waktu tertentu setelah membayar biaya tertentu.

Lafal Al-ijarah berasal dalam bahasa arab upah, sewa, jasa atau imbalan. ljarah
merupakan salah satu bentuk kegiatan mumalah dalam memenuhi keperluan
hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjuaal jasa perhotelan
dan lain-lain.

Al-ijarah berasal dari kata (al-ajru) yang berarti “al-iwadu” (ganti), oleh
karena itu as-sawab (pahala) di namai (upah). Menurut istilah syara’ ijarah
berarti, “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.

Menurut Syekh Syamsuddin dalam kitab Fathul Qorib, mendefenisikan
ljarah adalah yaitu bentuk akad yang jelas manfaat dan tujuannya, serah terima

secara langsung dan dibilehkan dengan pembayaran (ganti) yang telah di

ketahui.®

24 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Baradizbah Al-
Bukhari Al-ja’fi, Shahih Al-Bukhari, Kitab. Al-Buyw’, Juz 3, (Beirut-Libanon): Darul Fikri, 1981
M), h.8.

2 Abu HF. Ramadlan, Terjemah Fathul Qorib, Surabaya: Mahkota, 1990. h. 375.
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Menurut Muhammad Syafe’l Antonio, ljarah adalah akad pemindahan hak
guna atas barang atau jasa, melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan (ownershif/milkiyah) atas barang itu sendiri.®

Menurut Fatwa DSN ljarah ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas
suatu barang atau jasa, melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti
pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.?’

Menurut Sayyid Sabiq, ljarah adalah suatu jenis akad yang mengambil
manfaat dengan jalan penggantian dengan demikian pada hakikatnya ijarah
adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa
diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad ijarah tidak
ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang
menyewakan kepada penyewa.?

b. Syarat dan rukun ljarah
1) Rukun ljarah

Sebagai semua transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila telah
memenuhi rukun dan syarat ijarah. Aadpun rukun-rukun ijarah adalah sebagai
berikut:
a) Mu ’jar (Orang/barang yang diupah/disewa)
b) Musta jir (Orang yang menyewa/mengupah)

c) Shigot (ljab dan gobul)

260P. Cit, h. 177

>’Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam “Himpunan
Dewan Syariah Nasional”, (DSN-MUI, BI, 2003) h.58

28Sayyid Sabiq, Figh al-sunnah jilid 3, Dar al-kitab al-Araby, Beirut, 1983, h. 177.
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d) Upah dan manfaat
2) Syarat ljarah
Syarat ljarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum

Islam, sebagai berikut:

a) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut
harus tertentu dan diketahui oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu
dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

b) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab
pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat
kepada penyewa.

c) Akad ljarah dihentikam pada saat aset yang bersangkutan berhenti
memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut dalam periode
kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku.

d) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan
sebelumnya pada kontrak berakhir. Apabila asset akan dijual harganya akan
ditentukan pada saat kontrak berakhir. Dalam fatwa Dewan Nasional
Nomorn 09/DSNMUI/IVV2000 tanggal 13 April 2000 tentang ditetapkannya
Pembiayaan ljarah.

c. Dasar Hukum ijarah
ljarah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong

mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan Hadis. Konsep ini mulai

dikembangkan pada masa khalifah Umar bin Khathab yaitu ketika adanya

sistem bagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari khalifah Umar yang
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melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan dan

sebagian langkah alternatif adalah membudidayakan tanah berdasarkan kharaj

dan jizyah.

Dalam Hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu:

1) ljarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa
seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang
mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja tersebut ajir dan upah yang
dibayarkan disebut ujrah.

2) ljarah  yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, Yyaitu
memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada
orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentu ijarah ini mirip dengan
leasing (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (lessee)
disebut mustajir, pihak yang menyewakan (lessor) disebut mu jir/muajir dan
biaya sewa disebut ujrah.
ljarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan

syari’ah, sementara ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi

atau pembiayaan di perbankan syari’ah.

d. Berakhirnya akad ijarah
Akad ijarah akan berakhir apabila:
1) Salah satu pihak meninggal dunia (Hanafi); jika barang yang disewakan itru
berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad ijarah (jumhur).

2) Kedua pihak membatalkan akad dengan igolah.
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3) Barang yang disewakan hancur atau rusak

4) Masa berlakunya akad telah selesai.

e. Ketentuan Objek ljarah

Objek ljarah merupakan suatu yang biasa disewakan, seperti rumah,
mobil dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan akad sewa
menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa.

Berikut adalah ketentuan objek ijarah.

1) Objek ljarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.

2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

3) Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikan rupa untuk
menghilangkan jahalah (ketidak tahuan) yang akan mengakibatkan
srengketa.

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jenis, termasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identitas fisik.

7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga
keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat
dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijaduikan sewa dalam ijarah.

8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama
dengan obyek kontrak.

9) Kelenturan (Flexibel) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam

ukuran waktu, tempat dan jarak.
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Tidak semua boleh di akadkan ijarah, kecuali yang memenuhi syarat berikut

ini:

1) Manfaat objek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dilakukan misalnya,
dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi transparan tentang
kualitas manfaat barang.

2) Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan
tidak mengandung cacat yang mengahalangi fungsinya tidak dibenarkan
transaksi Ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak
ketiga.

3) Objek ijarah dan pemanfaatanya haruslah tidak bertentangan dengan hukum
syara’.

4) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda.
Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa
menyewa manfaat suatu benda yang tidak langsung seperti sewa menyewa
pohon untuk diambil buahnya. Buah adalah materi bukan manfaat.

5) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat
isti’'maly, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkana berulang kali tanpa
mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya seperti rumabh,
mobil dan tanah. Sedangkan yang rusak atau berkurang sifatnya karena
pemakaian, tidak sah ijarah atasnya seperti buku tulis.

Menurut Shaleh Al-Fauzan dalam buku yang berjudul “Figih Sehari-hari”
menyebutkan bahwa syarat sah ijarah adalah sebagai berikut:

1) ljarah berlangsung atas manfaat.
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2) Manfaat tersebut dibolehkan.

3) Manfaat tersebut diketahui.

4) Jika ijarah yang atas benda tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti
ciri-cirinya.

5) Diketahui masa penyewaan.

6) Diketahui ganti atau bayarnya.?®

7) Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa.

f. Kewajiban Lembaga Keuagan Syariah (LKS) dan Nasabah dalam
Pembiayaan ljarah
Kewajiban Lembaga keuangan Syariah sebagai pemberi sewa:

1) Menyediakan aset yang disewakan .

2) Menanggung biaya pemeliharaan aset.

3) Penjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

Kewajiban nasabah sebagai penyewa:

1) Mebayar sewa dan beranggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang
disewa serta menggunakannya sesuai dengan kontrak.

2) Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (materiil). Jika
aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dan penggunaan yang
dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya,
ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

g. Landasan Syariah

QS. Al-bagarah ayat 283

29Galeh Al Fauzan, Figih Sehari-hari, Jakarta, Gema Insani, 2006, h. 483.
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Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan
barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-quran diatas
adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak
melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang
lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang
(rahn).

Selain itu Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa rhan
dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan
perjalanan (musafir) dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam
sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang
menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menggangap bahwa dengan
rhan, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis

ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai

(murtahin) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (marhun) dari

Ohttps://tafsirg.com/2-al-bagarah/ayat-283 (diakses pada tanggal 21 februari 2022)
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pemberi gadai (rahin), dengan alasan bahwa iya meyakini pemberi gadai
(rahin), tidak akan menghindar dari kewajibannya,. Sebab, subtansi dalam
peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudaratan yang diakibatkan oleh
berhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya
melakukan transaksi utang-piutang.
Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai
jaminan(collateral) atau objek pegadaian. Dalam transaksi rahn (gadai syariah)
dikenal berbagai istilah yang harus dipahami oleh setiap individu yang
melaksanakan transaksi. Rahn dalam pengertian hukum perdata adalah sama
dengan gadai, tetapi dalam pengertian syariah (Islam) terdapat hal-hal yang
spesifik Yang tidak terdapat pada pengertian gadai, yaitu sebagai berikut :**

1) Rahn artinya , tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, rahn
berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan
utang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut,
baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus
bersifat kongkert (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu
bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti
kepemilikan yang sah suatu harta jaminan tersebut tidak termasuk
manfaatnya.

2) Rahn adalah, produk jasa berupa pemberian jamainan menggunakan sistem
gadai dengan berlandaskan dengan prinsip-prinsip syriat Islam, dimana

tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Dalam

31\Veithzal Rivai, Bank dan Financial Institution Management, (Ed, I; PT Raja Grafindo
Persada, 2007), 1399.
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oprasionalnya, pengelolaan usaha gadai syariah ini dapat dilakukan
sebagaimana pengelolaan sebuah perusahaan dengan sistem manajemen
modern yang dicerminkan dari penggunaan asas rasionalitas, efesiensi, dan
efektivitas. Ketiga asas ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai islam
sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen
perusahaan secara keseluruhan.

3) Rahn dalam Hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong
menolong dan tidak untuk semata-mata mencari keuntungan. Sementara itu,
gadai menjurut Hukum perdata, disamping berprinsip tolong-menolong juga
menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan
di muka. Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah “bunga uang”, dengan
demikian dalam transaksi rahn (gadai syariah) pemberi gadai tidak
dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun
demikian, masi dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh
imbalan ~ berupa sewa tempat penyimanan marhun  (barang
Jaminan/angunan).

4) Rahn dalam hukum perdata, hak gadai yang berlaku pada benda bergerak
saja, sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh harta, baik
harta yang bergerak maupun yang tidaak bergerak. Mengingat adanya
peluang dalam mengimplementasikan rahn (gadai syariah), maka perum
pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan
Rahn yang bagi Pegadaian dapat di pandang sebagai pegembangan produk,

sedangkan bagi lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai
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kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk rahn. Untuk mengelola
kegiatan tersebut, pegadaian membentuk devisi usaha syariah.

5) Untuk mengimplementasikan produk rahn ini, perlu ada pedoman
oprasional yang standar agar dapat dijadikan acuan kerja oleh semua unit
organisasi yang terlibat dalam pengelolaan usaha syariah di pegadaian.
Diharapkan dengan buku pedoman ini seluruh perangkat organisasi
pegadaian terutama mereka yang bertugas di unit kerja oprasional yang
paling dekat dengan masyarakat dapat menjalaankan tugasnya dengan
kesamaan visi, misi, pemahaman, sikap, tindakan, dan tata kerja yang baku
serta bebas dari kesalahan.

Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian adalah dari
sifat bunga yang biasa berkumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahn
hanya sekali dan ditetapkan di muka.*?

h. Manfaat ar-rahn

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip ar-rahn adalah
sebagai berikut:

1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan
fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.

2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito
bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar
janji karena ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh bank.

3) Jika rahn diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang

32 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.130
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tertentuakan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di

daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya
konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanaan
aset tersebut. Jika penahanan aset berdasarkan fidusia (penahanan barang
bergerak sebagal jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya
asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.®
I. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

Rukun rhan ada empat yaitu pemberi gadai (Rahin), penerima gadai
(murtahin), barang jaminan (marhun) daan utang (marhun bih) Sementara
rukun rahn adalah dua pihak yang berakad, akad rhan, barang jaminan
(marhun) dan utang (marhun bih). Menurut hanafiyah rukun rhan adalah ijab
kabul dari rahin dan murtahin.

Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat.
Berkaitan dengan rhan, syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan
syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah pihak harus berakal, sudah
baligh tidak dalam pelaksanaan atau tidak terpaksa. Para pihak yang
melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum di sini berarti
berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan..

Para ulama figh berbeda pendapat dalam menetapkan rukunrahn, namun
bila digabungkan, menurut jumhur ulama rukun rahn adalima, yaitu rahin

(orang yang menggadaikan); murtahin (orang yang menerima  gadai);

33 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariahdari teori ke praktik,(Jakarta: Gema Insani,
2001), h.130
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marhun/rahn (objek/barang gadai); marhun bih(utang), dan shighat (ijab-
qabul).34

Transaksi rahn antara nasabah dengan bank syariah/lembaga keuangan
syariah akan sah apabila memenuhi rukun-rukun dan syarat yang telah
ditentukan sesuai syariat Islam.*®
1) Rahin (Nasabah)

Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.

a. Murtahin (Bank Syariah/ Lembaga Keuangan Syariah)

Bank atau lembaga keuangan syariah menawarkan produk rahn sesuai
dengan prinsip syariah.
b. Marhun bih ( Pembiayaan )

Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik,
wajib dikembalikan oleh rahin. Dalam hal rahin tidak mampu mengembalikan
pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka
barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.
¢. Marhun (Barang Jaminan)

Marhun atau al-Marhun merupakan barang yang digunakansebagai
agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
b) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.

c) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.

34 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),234
3 Ismail, Perbankan Syariah, 210
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d) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
e) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa

tempat.

f) Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya.36

g) Shighat ijab gabul (Pernyataan kesepakatan)

1) Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu bahwa kesepakatan rahn
tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa
yang akan datang, karena kesepakatan ijab gabul dalam akad rahn sama
dengan dalam akad jual beli. Apabila kesepakatan dalam akad itu dikaitkan
dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akandatang, maka
syaratnya batal, sedangkan akadnya sah.

2) Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila
syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat

tersebut dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat atau

karakter akad rahn, maka syaratnya menjadi batal.’

Ibnu Rusyd dalam kitabnya mengatakan bahwa rukun gadai terdiri dari
dua bagian yaitu:
1) Orang yang menggadaikan.
2) Akad gadai.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan

memenuhi tiga syarat yaitu:

% Ibid,.211
$7Fathurrahman Djamil, Penerapan hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, 235.
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(a)Harus berupa barang, karena hutang tidak di gadaikan.

(b)Kepemilikaan barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf

(c)Barang yang digadaikan bisa dijual manakalah pelunasan hutang itu sudah
jatuh tempo.

Menurut Sayyid Sabid dalam bukunya ‘““figh sunnah” disyaratkan untuk

sahnya akad rahn (gadai) adalah:

(a) Berakal

(b)Baligh

(c)Barang yang dirungguhkan, tiap zat yang dijual boleh dirungguhkab dengan
syarat keadan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang harus
dibayar.

(d)Ada hutang disyaratkan keadaan hutang telah tetap. Apabila barang yang
dirungguhan, dan apabila tetap rungguh, yang punya barang tidak boleh
menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau

diberikan dan sebagainya, kecuali dengan ijin yang berpiutang.3®

*1bid, h.21.
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J. Skema Akad Rahn Emas

Pencairan

Marhun Bih

A

A 4

P
<

M u rtah | n Utang dan Jasa Rah | n
A

A 4

Marhun <

Gambar 1.2 Skema Akad Rhan

Adapun keterangan gambar tersebut yaitu :

1) Nasabah (rahin) mendatangi kantor bank syariah (murtahin) untuk meminta
fasilitas dengan membawa marhun yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola
oleh murtahin.

2) Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga marhun yang
diberikan rahin sebagai jaminan utangnya.

3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan
melakukan akad.

Setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah
marhun bih (pinjaman), yang diinginkan rahin dimana jumlahnya disesuaikan
dengan nilai taksir barang. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya

perawatan, maka pada saat melunasi marhun bihmaka rahin akan memberikan
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sejumlah ongkos kepada murtahin.

4. Fatwa DSN- MUI No. 25/DSN-MUI/I11/2002 Tentang Gadai atau
(Rhan).

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari’ah di tanah air, maka
berkembang pula jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing
lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga
keuangan syari’ah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga
diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan
timbulnya fatwa yang berbeda dari masing- masing DPS dan hal itu tidak
mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI
sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air
menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari’ah yang bersifat nasional dan
embawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank maupun
asuransi syari’ah,. Lembaga ini kemudian dikenal dengan Dewan Syari’ah

Nasional DSN.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
tentang susunan pengurus Dewan Syari’ah Nasional MUI: Kep-
98/MUI/111/2001, maka pengertian, kedudukan serta tugas dan wewenang DSN
adalah sebagai berikut:

a. Pengertian DSN, Dewan Syari’ah Nasional adalah dewan yang dibentuk
oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan
masalah lembaga keuangan syari’ah .

b. Kedudukan, Status, dan anggota DSN Kedudukan, Status, dan anggota DSN

adalah sebagai berikut:
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1) Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama
Indonesia.

2) Dewan Syariah Nasional membantu pihak trrkaiat, seperti Departemen
Keuangan, Bank Indonesia dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau
ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.

3) Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang
yang terkait dengan muamalah syari’ah.

4) Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama
dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat 5 (lima) tahun.

c. Tugas Dan Wewenang

Dewan Syariah Nasional bertugas sebagai berikut

1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan
perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

3) Mengeluarkan fatwa atasproduk dan jasa keuangan syariah.

Dewan Syariah berwewenang sebagai berikut:

1) Mengeluarkan Fatwa yang mengikut Dewan Pengawas Syariah (DPS) di
masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tidakan pihak
hukum terkait.

2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Depkeu dan BI.

3) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang

akan duduk sebagai DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
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4) Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam
pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga
Keuangan dalam maupun luar negeri.

5) Memberikan peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk
menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan
apa bila peringatan tidak dipindahkan.3®

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-

MUI/111/2002, tanggal 26 juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima

sebagai agunan pinjaman.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
menjadi salah satu rujukan yang berkenan dengan gadai syariah, yaitu
ketentuan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/IN/2002, tanggal 26 juni 2002
tentang rhan, yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang
sebagai jaminan utang dalam bentuk rhan diperbolehkan.

Fatwa tentang Rhan (emas), bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang

sebagai jaminan utang dalam bentuk Rhan dibolehkan dengan ketentuan

sebagai berikut.

1) Murtahin (penerima barang) mempunyai untuk menahan marhun (barang)
sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) di lunasi.

2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya,

marhun tidak boleh di manfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin,

39Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari’ah (life and general), Jakarta, Gema Insani
Pers , 2004, h.543-544
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dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar
pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban,
Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan
pemeliharan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan mahrun tidak boleh ditentukan
berdasarkan jumlah pinjaman.

Menurut fatwa DNS No. 25 Tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjam
yang dipinjam nasabah maka besar biaya ijarah tetap sama.

5. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank di ambil dari banco, bahasa Italia artinya meja. Dahulu orang
yang menukarkan uang menjalankan kegiatan mereka di pelabuhan atau tempat
para kapal tiba di tempat yang dituju dan pergi, orang yang mengembara, dan
wiraswasta turun naik kapal.Oleh karena itu, bank disini berfungsi sebagai
tempat menukar uang antara bangsa yang berbeda-beda mata uangnya.“

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

perbankan syariah, yang dimaksud bank syariah adalah segala sesuatu yang

menyangkut tentang bank syariah dan unit syariah, mencangkup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan
usahanya. Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank umum, yaitu

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan

40 Muh.Ruslan Abdullah dan Fasiha, Pengantar Islamic Economics, Mengenal Konsep
dan Praktek Ekonomi Islam, (Makassar:Lumbung Informasi Pendidikan (LIPa),2013),100



38

selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara dengan mengenai

bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Hanya saja bank syariah dalam

menjalankan aktivitasnya, bank menghimpun dana maupun dalam rangka
penyaluran dananya memberikan dan menggunakan dasar prinsip syariah yaitu
jual beli dan bagi hasil.**

Sebagai sebuah bank dengan prinsip syariah, maka bank syariah
diharapkan menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatani antara para
pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang
membutuhkan dana

Adapun beberapa fungsi dari didirikannya perbankan syariah adalah:

1) Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya
secara islami, dan terhindar dari praktek riba serta praktik lain yang
mengandung unsur gharar, di mana jenis usaha tersebut selain dilarang
dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan
perekonomian masyarakat.

2) Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan
melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar
tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan
mereka yang membutuhkan dana.

3) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan

membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok

4 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002),79.
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miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang
produktif.

4) Dalam rangka membantu penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa
terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang ironisnya banyak dihuni
umat Islam di dalam usaha pengentasan kemiskinan ini adalah berupa
pembinaan nasabah yang lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dengan
siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan perdagangan
perantara, program pengembangan modal kerja, serta dikembangkannya
program pengembangan modal bersama.

5) Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk
menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara
lembaga keuangan.

b. Landasan Hukum Bank Syariah

1) Al-Qur’an

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, bank syariah tidak
menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atau
membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga
merupakan riba yang diharamkan. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam

Al Quran QS.Al-Bagarah 275 bahwa Allah melarang adanya riba dan

menghalalkan jual beli.

M\M&ﬂ\ﬁw‘ﬁ\uy}‘uY\yJ\ jXS\_\U:\

eﬁjéﬂ\”\d;\j\ jl\d.\.qéjﬂ\\.u\ \)xu”thM\

‘_A\”’ ujuud&""\ﬁﬁ_\_)w&r_yc;hwﬂ\vy\
jﬂ;@»*u\m\dﬁjmu



40

Terjemahnya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan
mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,
padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-
orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus
berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya
dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.
orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. "2

Ayat di atas bermaksud bahwa (orang-orang yang memakan riba), artinya
mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan
bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya,
(tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang
kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal
massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang
menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka
(mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya.
Berikut ini kebalikan dari persamaan yang mereka katakan itu secara bertolak
belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-
beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya),
maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia
menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang
telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk

mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada

Allah. Dan orang-orang Yyang mengulangi) memakannya dan tetap

42Agama, Kementerian RI,Al-Quran dan Terjemahan,Bandung:PT Madina,2012.
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menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah
penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).

2) Al-hadist

Di dalam beberapa kasus, Rasulullah menjelaskan contoh-contoh pinjaman dan
perdagangan yang dianggap riba, hadis juga menjelaskan bahwa riba itu
perbuatan yang dilarang oleh Allah. Riba sangat bertentangan secara langsung
dengan semangat kooperatif dan kollektif yang ada dalam sistem ekonomi
Islam. Orang kaya seharusnya memberikan hak-hak orang miskin dengan
membayar zakat dan memberi sadagah sebagai tambahan dari zakat tersebut.
Pada sistem ekonomi islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk
menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang-

orangmiskin.** Hadisnya antara lain yaitu:

Gle &Y U Ge SRIAAT L 06 Ay e A L 00 B 2 atia ) G
4B e il
Artinya : Dari Ibnu Mas’ud, Nabi bersabda, “Tidaklah seorang itu

memperbanyak harta dari riba kecuali kondisi akhirnya adalah
kekurangan/kemiskinan” [H.R. lbnu Majah].

Dari Ubada Bin Sami, Rasulullah bersabda yaitu:

b AL AR gy g e dll e ) ke OB J6 cadiall o 5300 G
21 3% Jia Dlie elally Zblly el 523015 juailly il g il )5 Aadlly Aadll

o
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a1 (1Y) 25 G ) ghpd Calilall o Calidl) 136 x 13 ¢ 50

Artinya: “Emas untuk emas, perak untuk perak,Gandum untuk gandum,
barang siapa membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba.

Pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa).”(HR.Muslim dan Ahmad)

“Muh.Ruslan Abdullah dan Fasiha, Pengantar ISLAMIC ECONOMICS Mengenal
Konsep dan Praktek Ekonomi Islam,cetakan pertama (Makassar:Lumbung Informasi Pendididkan,
2013),100



42

3) Fatwa MUI/DSN tentang Perbankan Syariah
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk
dengan rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah
perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan
Islam.**Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa ini di
jelaskan: “Lembaga keuangan syariah (LKS) sebagai penyedia dana
menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib
atau nasabah melakukan melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau
menyalahi perjanjian”
4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang merupakan peraturan
yang secara khusus pelaksana dari regulasi dari Peraturan Bank Indonesia
(PBI) tentang perbankan Syariah yang telah diundangkan Hingga saat ini yaitu:
a) POJK Nomor 19/POJK.03/2017 Tentang penetapan status dan tindak lanjut
pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat
Syari’ah.
b) POJK Nomor 75/POJK.03/2016 Tentang standar penyelenggaraan teknologi
informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Badan Pembiayaan Rakyat

Syariah.

4DSN MUI,"Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)", 2021. www.dsnmui.or.id
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c) POJK Nomor 66/POJK.03/2016 Tentang kewajiban penyediaan modal
minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah.

d) POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

e) POJK Nomor 62/POJK.03/2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan
Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga
Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

f) POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan
Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

g) POJK Nomor 02/POJK.03/2016 tentang pengembangan jaringan kantor
perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi bank.

h) POJK Nomor 02/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1) POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Stimulus Perekonomian Bank
Syariah.

5) Undang-undang Tentang Bank Syariah

Akomodasi peraturan perundang-undangan Indonesia terhadapruang
gerak perbankan syariah terdapat pada beberapa peraturan perundang-
undangan berikut ini :4°

a) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

4 Muh.Ruslan Abdullah dan Fasiha, Pengantar ISLAMIC ECONOMICS Mengenal
Konsep dan Praktek Ekonomi Islam,cetakan pertama (Makassar:Lumbung Informasi Pendididkan,
2013),103
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“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang

Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan

usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.®

b) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¢) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-Undang
ini memberi peluang bagi Bl untuk menerapkan kebijakan moneter
berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

d) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tanggal 12
Mei 1999 tentang Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum
Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua peraturan perundang-undangan ini
mengatur kelembagaan bank syariah yang meliputi pengaturan tata cara
pendirian, kepemilikan, kepengurusan, dan kegiatan usaha bank.

e) Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000
tentang Giro Wajib Minimum Peraturan Bank Indonesia No. 24/PBI1/2000
tanggal 11 Februarui tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.
1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring
Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank atas Hasil
Kliring Lokal, Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23
Februari 106 2000 tentang pasar uang antar bank berdasarkan Prinsip

Syariah, dan peraturan Bank Indinesia Ni. 2/9/PBI1/2000 tanggal 23

46 Otoritas Jasa keuangan,"Undang — undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah",02 Desember 2013.www.ojk.go.id
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Februaru 2000 tentang Serifikat Wadi’ah Bank Indonesia. Peraturan
perundang-undangan tersebut mengatur tentang likuiditas dan instrumen
moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

f) Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank for international
Settlement (BIS) yang berkedudukan di basel, Swiss yang dijadikan acuan
oleh perbankan Indonesia untuk mengatur Pelaksanaan Prinsip Kehati-
hatian (Prudential Banking Regulations).

g) Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain
sebagai pendukung operasi bank syariah yang meliputi ketentuan berkaitan
dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan
audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antara bank dengan
nasabah (arbitrase muamalah), standardisasi fatwa produk bank syariah, dan
peraturan pendukung lainnya,

6) Peran Bank Syariah

Berbicara tentang peranan, tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan
kedudukannya, peranan bank syariah meliputi:

a) Memurnikan operasional perbankan syariah hingga dapat lebih
meningkatkan kepercayaan masyarakat.

b) Meningkatkan kesadaran syariat umat Islam sehingga dapat memperluas

segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
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c) Menjalin kerjasama para ulama, karena bagaimanapun peranan ulama
sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.*’

Adanya bank syariah diharapkan memberikan sumbangan terhadap
pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia melalui pembiayaan yang
dikeluarkan oleh bank syariah, melalui pembiayaan bank syariah dapat
menjadikan mitra dengan nasabah. Sehingga hubungan nasabah tidak lagi
hubungan antara kreditur dan debitur tetapi dengan hubungan kemitraan.
Dalam menjalankan perannya, bank syariah akan lebih realistis jika bank
syariah mampu menjalankan kegiatannya secara maksimal, kegiatan bank
syariah antara lain yaitu:

a) Manajer investasi yang mengelola investasi dana nasabah yang
menggunakan akad mudharabah

b) Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank
konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana
nasabah yang dipercayakan dengan menggunakan alat investasi yang sesuai
dengan prinsip syariah dan membagi hasil dengan nisbah yang disepakati.

d) Pengembalian fungsi sosial berupa dana Zakat, Infagq, dan Shadagah serta
penjamin kebajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7) Produk Bank Syariah

Produk bank syariah yang ditawarkan secara garis besar yaitu

dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

47 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
2015), 65.
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a) Produk Pendanaan
Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk

pembiayaan syariah terbagi dalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan

tujuan penggunaannya, yaitu:*®

(1)Produk Pembiayaan yang berprinsip pada akad jual beli

(a) Akad murabahahadalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga
yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini barang
diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayarannya dilakukan secara
tangguh, Landasan Syariah Murabahah adalah Fatwa DSN MUI No.4/DSN-

MUI/1V/2000 tentang Murabahah. Murabahahsebagai salah satu bentuk

jual beli, merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari keuntungan,

dimana salah satu yang menjadi pembeda antara Murabahah dengan bentuk
jual beli lainnya adalah ketentuan pengambilan keuntungan yang transparan
dalam praktik jual beli.

Dalam pengambilan keuntungan tersebut besarnya keuntungan yang
diharapkan harus jelas dan transparan, dengan menyatakan harga perolehan dan
keuntungan yang diharapkan.Sehingga keuntungan tersebut merupakan lebih
bersifat margin atau sesuatu yang disepakati bukan dalam bentuk mark up
tambahan yang lebih dekat pada bentuk pendzaliman, ditentukan sepihak tanpa
analisis yang rasional. Besarnya keuntungan tersebut sendiri bisa ditentukan

dalam nominal nilai uang (Red: rupiah) atau dalam bentuk persentase dari

“8Andri Soemitra,Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Kencana, 2016),156.
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pokok harga barang. Untuk menentukan besar kecilnya komisi atau tambahan

tersebut para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan biaya-biaya

yang diperbolehkan sebagai tambahan nilai pokok.4°

(a)Akad Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan
dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat
tertentu sesuai dengan kesepakatan. Transaksi ini diterapkan dengan
pembiayaan barang yang belum ada. Landasan syariah Salam adalah Fatwa
DSN MUI No.5/1V/2000 tentang jual beli Salam.

(b)Akad Istishna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang
disepakati antara pemesan atau pembeli. Produknya menyerupai produk
salam namun di istishna pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam
beberapa kali termin pembayaran.

(2)Produk pembiayaan yang berprinsip pada akad bagi hasil

(a)Akad mudharabah, dalam pembiayaan adalah akad kerjasama dalam suatu
usaha antar pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak
kedua selaku pengelola dana membagikan keuntungan usaha sesuai
kesepakatan akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank.
Landasan syariah akad mudharabah adalah Fatwa DSN MUI No.7/DSN-
MUI/1V/2000 tentang Mudharabah. Landasan hukum mudharabah di dalam

Al Quran ialah surah Al-Muzzammil ayat 20 yang artinya:

“SFasiha,Islamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah),
cetakan ke 1(Palopo:Laskar Perubahan, 2016),83
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"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang
bersama kamu.Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah
mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas
waktu-waktu itu, maka Diamemberi keringanan kepadamu, karena itu
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur’an. Dia mengetahui bahwa
akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang
berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang
yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang
mudah (bagimu) dari Al Qur’an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah
zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan
kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu
memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik
dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(b)Akad musyarakah, adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu yang dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana
masing-masing. Landasan syariah pembiayaan musyarakah Fatwa DSN
MUI No.8/DSN MUI/ I\V/2000 tentang Musyarakah.Berdasarkan prinsip
Musyarakah, bank syariah membuat kontribusi ekuitas terhadap perusahaan
atau proyek tertentu dan berhak untuk menerima persentase yang disepakati
dari keuntungan. Bank memberikan kontribusi terhadap kerugian sebanding
dengan investasinya di perusahaan.Bank dan pengusaha berhak untuk
mengelola perusahaan.

(c)Produk Pembiayaan yang berprinsip pada akad Qardh
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Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan
ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang
diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Landasan syariah akad Qardh
adalah Fatwa DSN MUI No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh dengan
menggunakan dana nasabah.

(3)Produk pembiayaan yang berprinsip pada akad penyewaan barang bergerak
dan tidak bergerak kepada nasabah

(a)Akad 1jarah adalah akad penyedia dana dalam rangka memindahkan hak
guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa
diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Landasan syariah akad
ljarah adalah Fatwa DSN MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan ljarah. Objek ljarah adalah manfaat dari penggunaan barang
dan jasa. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam
kontrak. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat di bolehkan. Kesanggupan
memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus di
kenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah
(ketidak-tahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasi manfaat
harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga di
kenal dengan identifikasi fisik.50

(b)Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada si pemberi
pinjaman sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga

dalam jual beli dan dapat pula di jadikan sewa dalam ijarah.

%0 Fasiha,lIslamic Finance (Konsep dan Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah),
cetakan ke 1(Palopo:Laskar Perubahan, 2016),102
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(c)Akad ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) adalah akad penyediaan dana
dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang dan
jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan
barang. Landasan syariah ljarah Muntahiya Bittamlik adalah Fatwa DSN

MUI No.27/DSN-MUI/I11/2002 tentang ijarah muntahiya bittamlik

b) Produk Penghimpunan Dana
Dalam penghimpunan dana BUS dan UUS melakukan mobilisasi dan
investasi tabungan dengan cara yang adil. Mobilisasi dana sangat penting
karena Islam sangat mengutuk penumpukan dana dan penimbunan harta serta
mendorong penggunaannya secara produktif dalam rangka mencapai tujuan
ekonomi dan sosial. Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan
mobilisasi kegiatan penghimpunan dana melalui Rekening giro, Rekening
tabungan dan deposito. Prinsip dalam penghimpunan dana oleh bank adalah
sebagai berikut:
(1)Prinsip wadiah terdiri dari dua jenis yaitu:
(a)Wadiah amanah vyaitu harta yang dititipi terhadap bank tidak boleh
dimanfaatkan oleh yang dititipi sedangkan,
(b)Wadiah yad dhamanah yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab
atas keutuhan harta titipan dan bank boleh memanfaatkan harta titipan
tersebut.

(2)Prinsip mudharabah
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Dalam prinsip mudharabah ini, penyimpanan dana bertindak sebagai
pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang
tersimpan oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan. Ada tiga bagian
dalam prinsip Mudharabah yakni:

(a)Mudharabah Mutlagah vyaitu tidak ada batasan bagi bank untuk
menggunakan dana yang telah terhimpun.

(b)Mudharabah Mugayyadah On Balance Sheet yaitu simpanan khusus dan
pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh
bank.

(c)Mudharabah Mugayyadah Off Balance Sheet yaitu penyaluran dana
langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana
dengan pelaksanaan.

C. Kerangka Fikir

Penerapan Gadal Emas (BSI) KCP Ratulangi
Palopo

Fatwa DSN MUI NO.25/Dsn-Mui//111/2002

A 4 A 4 A 4 \ 4

Murtahin Marhun Akad Ujrah (biaya
(BSI) (Barang) Pemeliharan)
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Gambar 2.2 Kerangka Pikir
Berdasarkan Gambar kerangka fikir di atas, bahwa dari proses bermula
dari Murtahin yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo, yang

menerima Marhun (barang dadai) melalui akad sehingga tercapainya putusan

biaya ujrah/biaya pemelihar i dengan Fatwa DSN MUI NO.25

Tahun 2002.



BAB Il1

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus termasuk dalam
penelitian analisis deskriptif, yaitu peneliti yang dilakukan terfokus pada suatu
kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermatt sampaii tuntas. Hasil
pengumpulan data dan analisis data dalam satu jangka waktu. Kasusnya dapat
terbatas pada satu orang, satu lembaga, satu keluarga, satu peristiwa ataupun satu
kelompok manusia, dan kelompok objek lain dan di pandang sebagai kesatuan.**

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk megungkap gejala
secara holistik konstektual melalui pengumpulan data secara alami dengan
memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif bersifat
deskriptif dan cenderung = menggunakan analisis dengan pendekatan
induktif.>?Deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data dan bersifat uraian,
argumentasi dan pemaparan yang kemudian akan dianalisa. Peneliti dilapangan
dilakukan untuk mengali data yang bersumber dari lokasi/lapangan terkait dengan
penerapan gadai emas pada BSI KCP Ratulangi Palopo berdasarkan Fatwa DSN

MUI NO.25/DSN-MUI/111/2002.

IM. Subana, Dasar-Dasar Penelitian IImiah, ( Cet.Il; bandung: pustaka setia, 2005), h.
31
52Pedoman Karya Tulis llmiah (Makalah Skripsi dan Tesis), STAIN Palopo, 2012, h. 10
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B. Fokus Penelitian

Peneliti menentukan melalui beberapa tahapan observasii yang dilakukan
untuk menarik masalah yang ditemukan. Maka fokus penelitian ini tentang
Penerapan Gadai Emas pada BSI KCP Ratulangi Palopo berdasarkan Fatwa DSN
MUI NO:25/DSN-MUI/111/2002.
C. Definisi Istilah

Untuk memperjelas makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat
pada judul dan fokus (rumusan masalah) peneliti berdasarkan maksud dan
pemahaman peneliti. Penelitian ini menyangkut tentang masalah konsep gadai
emas dan penerapannya dalam pemenuhan kebutuhan dana masyarakat.

1. Gadai emas syariah adalah menaruh atau menyimpan barang berupa emas
sebagai jaminan untuk memperoleh dana pinjaman ( uang tunai) yang
sifatnya tanpa unsur riba berdasarkan syariat islam.

2. Biaya ijarah(al-ljarah) berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu atau
berarti ganti. Dalam Bahasa arab al-ljarah diartikan sebagai suatu jenis akad
untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Secara
terminologi, ada beberapa defenisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para
ulama figh. Pertama, ulama Hanafiyah mendefenisikannya dengan:
“transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Biaya ijarah dikenakan
pada saat rahin menandatangani perjanjian dalam surat bukti rahn,
melaksanakan akad ijarah(akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul

biaya ijarah.
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D. Desain Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh
data yang bersifat sederhana atau apa adanya tanpa ada dalam keadaan tertentu
yang hasilnya lebih menekankan makna. Pada penelitian ini bersifat induktif dan
hasilnya lebih menekankan makna.
Desain Penelitian adalah acuan peneliti dalam pelaksanaan penelitian, sehingga
proses evaluasi berjalan sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan, dan
pencapaian tahapan atau sasaran dapat lebih teratur dan sistematis. Hal ini
dilakukan agar dapat diperoleh penelusuran dan hasil penelitian yang shahih.
penelitian ini dilakukan di BSI KCP Ratulangi Palopo, terletak di jalan Dr.
Ratulangi , No.62 A-B, Kota Palopo.
E. Data dan Sumber Data.

1. Data Primer,

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari
sumber yang diteliti,data yang dimaksud disini ialah data dari pihak Bank
Syariah Indonesia KCP Ratulangi dan nasabah Bank BSI KCP Ratulangi
Palopo yang dilakukan dengan wwancara langsung terhadap para narasumber
penelitian.

2. Data sekunder,

Data sekunder ialah data yang berhubungan dengan penelitian,data ini
diperoleh denganncara:
a. Pencatatan adalah cara mencatat sebuah laporan yang mendukung suatu

penelitian.
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b. Studi kepustakan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara
membaca, referensii yang berhubungan dengan objek penelitian.
F. Istrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan
data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian.
Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan dalam sebuah
penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara.

G. Pemeriksan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang
dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data
yang diperoleh. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji,

credibility, transferability, dependability, dan confirmability.>?

Penelitian diperlukan data yang absah agar dapat memperoleh sebuah
kepercayaan yang berkaitan dengan kebenaran dari hasil penelitian yang yang
dilakukan, yaitu meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan
confirmability.

1. Credibility (kredibilitas)

Suatu penelitian dikatakan kredibilatas apabila instumen yang digunaka

mengukur variabel yang sesungguhnya dan data yang diperoleh sesuai

dengan kebenaran dan tidak meragukan sebagaimana sebuah karya ilmiah

yang dilakukan

%3 Abd. Rahman Rahim “Cara Praktis Penulisan Karya ilmiah”, (yogyakarta: Zahir
Publishing, 2020) h.100
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2. Transferability (Transferabilitas)
Transferabilitas berkaitan dengan generalisasi. Sampai dimana generalisasi
yang dirumuskan juga dapat berlaku bagi kasus-kasus lain diluar penelitian.
Dalam penelitian kulitatif, peneliti tidak dapat menjamin keberlakuan pada
subjek lain. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil
penelitian sebab penelitian kualitatif ini dilakukan dengan wawancara
kemudian teknik induksi.

3. Dependability (Dependabilitas)
Dependabilitas atau reliabilitas adalah indeks penelitian yang
mengambarkan sejauh mana alat pengukuran dapat dipercayai.Dikatakan
dependabilitas apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan
proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

4. Confirmability (objektifitas)

Suatu Penelitian bisa dikatakan objektifitas apabila hasil penelitian telah
disepakati oleh lebih banyak orang atau peneliti lainnya. Dalam penelitian
kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan
dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan
fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah

memenuhi standar confirmability.
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H.Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan
suatu data dalam proses penulisan, penulis menggunakan tiga metode sebagai
berikut:

1. Observasi (Pengamatan).

Peneliti melakukan pengamatan serta pencatatan-pencacatan terhadap
pelaku objek atau sasaran, dalam hal ini masyarakat sebagai nasabah Bank
gadai emas Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo. Untuk
kelengkapan penelitian, peneliti menggunakan field noes atau buku catatan
ketika peneliti ke lapangan.

2. Wawancara (Interview).

Interview adalah metode pengumpulan data melalui wawancara, dimana
dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadapan dan mengajukan
pertanyaan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan,,pendirian,
pendapat secara lisan darii seseorang (yang lasim disebut responden) dengan
berbicara langsung (face to face) dengan orang tersebut.°*Responden yang
dimaksud disini pihak Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo (Petugas
gadai emas dan coustumer Service) dan nasabah gadai emas BSI KCP
Ratulangi Palopo.

3. Dokumentasi.
Dokumentasi merupakan metode yang penulis gunakann untuk

memperoleh data dengan cara mencatat dan mengambill data-data

5Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial, (Cet.111; Jakarta: Kencana, 2007), h. 69
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dokumentasi. Pengumpulan, pemilihan, pengolaan, dan penyimpanan informasi
dibidang pengetahuan seperti pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan
keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan Koran, dan bahan
referensi lain). Hal tersebut dilakukan agar dokumen-dokumen dapat
membantu memecahan masalah-masalah dalam penelitian yang dilakukan
diikantor BS1 KCP Ratulangi Palopo yang telah dijadikan objek penelitian oleh
peneliti.
H. Teknik Analisa Data.

Setelah didapat data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi,
kemudian data-data tersebut dikumpulkan, langkah selanjutnya menganalisa data
dengan menggunakan metode kualitatif.>>Adapun Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik induksi yaitu analisis berdasarkan
data yang diperoleh, kemudian menjabaran suatu dalil atau proporsi umum dan
sejumlah proposisi khusus, selanjutnya dapat disimpulkan hasil dari penelitian

tersebut.

5Jacob Vredenbregt, Pengantar Metodologi Untuk Ilmu-llmu Empiris, (Jakarta: PT
Gramedia, 1985), h 2



BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
1. Gambaran Umum objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi
Palopo
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentu potensi
industri keuangan syariah cukup menjanjikan di masa depan. Hal ini tentu
saja bisa terjadi jika adanya sinergi antara pemegang kebijakan dan juga
kesadaran masyarakat terhadap transaksi halal berbasis syariah yang
harus ditegakkan dalam prisip ekonomi. Adanya peningkatan yang
signifikan beberapa tahun terakhir terhadap produk dan layanan berbasis
syariah di Indonesia membuat pemerintah mencermati hal ini sebagai
momen penting dalam tonggak perekonomian syariah di Indonesia. Sikap
optimis ilmiah yang membuat pemerintah akhirnya menggabungkan 3
daftar bank syariah besar besutan BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri
Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT Bank BRI Syariah Thk menjadi
intensitas baru yang diberi nama Bank Syariah Indonesia atau BSI.°®
Penggabungan 3 bank syariah pemerintah yang diresmikan pada 1
Februari 2021 oleh presiden Joko Widodo ini juga menegaskan bahwa

pemerintah sangat serius dalam memperhatikan perkembangan layanan

*6 Riza Dian Kurnia, “Bank Syariah Indonesia: Sejarah Marger, Saham, hingga Tujuan,”
https://www.qoala.app/id/blog/bisnis/apa-itu-bank-syariah-indonesia.
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berbasis syariah yang mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi
Indonesia yang masih bergejolak. Komitmen pemerintah untuk
mendorong perekonomian melalui BSI ini diharapkan akan jadi energi
baru dalam pembangunan ekonomi nasional. BSI menjadi cerminan
wajah syariah di Indonesia yang modern, universal, dan tentu saja
memberikan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Setelah melakukan
merger, Bank Syariah Indonesia akan jadi bank syariah terbesar di
Indonesia dengan total asset Rp239,56 triliun dengan lebih dari 1.000
kantor cabang dan 20.000 karyawan. BSI juga akan menjdi bank dengan
peringkat 7 berdasarkan total aset yang dimiliki.

Tidak hanya itu, Bank Syariah Indonesia sendiri sudah mendapatkan izin
dari OJK dengan nomor : SR-3/PB.1/2021 Pada tanggal 27 Januari 2021
perihal Pemberian izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT
Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Thk serta izin
Perubahan nama dengan Menggunakan lzin usaha PT Bank Syariah
Indonesia Thk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia
Tbk sebagai Bank hasil penggabungan. Sebab itu, kita tidak perlu

khawatir atau ragu untuk menggunakan produk keuangan syariah satu ini.

. Visi dan Misi

Visi : “Top 10 global Islamic bank”

Misi :



C.
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a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia, melayani
>20 jt nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan
nilai buku 50 T di tahun 2025
b) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para
pemegang saham. To 5 bank yang paling profiltable (ROE 18%) dan
valuasi kuat (PB>2)
c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggan para talenta terbaik
Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat da memberdayakan
masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dan
budaya berbasis kinerja.
Lokasi Perusahaan

Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi merupakan lembaga
keuangan bank yang terletak di jalan Dr. Ratulangi, No 62 A-B, Kota
Palopo, Sulawesi Selatan. Lokasi Bank BSI KCP Ratulangi ini letaknya
sangat strategis karena berada di tengah kota dan dekat dengan pusat-
pusat perbelanjaan masyarakat di Kota Palopo.
Struktur Organisasi

Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara selektif dan efesien
diperlukan standar dan peraturan yang dibuat oleh manajemen
berdasarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing.
Hubungan antar aktivitas, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung
jawab dalam suatu manajemen perusahaan digambarkan dalam struktur

organisasi. Budaya kerja yang diterapkan di perusahaan ini adalah
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Shiddiq, Istigomah, Fathana Amanah dan Tablig. Bank Syariah Indonesia

(BSI) KCP Palopo Ratulangi yang beroprasi atas dasar prinsip syariah

yang menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap

akhlakul karimah (budi pekerti yang mulia). Adapun susunan struktur

organisasi

adalah sebagai berikut:

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Palopo ratulangi

Gambar 3.4 Struktur Organisasi Bank BSI KCP Ratulangi Palopo
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Berikut Tugas dan tanggung jawab pada masing-masing divisi

antaranya:

1)

2)

3)

4)

Branch manager, seorang branch manager harus mengawasi daan
melakukan koordinasi semua aktivitas yang dilakukan oleh staff
perusahaan yang ada di kantor cabang. Tujuan dilakukan koordinasi
adalah agar kegiatan oprasional perusahaan dapat berjalan dengan
maksimal. Branch Manger harus bisa memimpin kegiatan perusahaan
dan membantu perusahaan untuk bisa memaksimalkan Kinerjanya,
dengan begitu target perusahaan tersebut dapat tercapai dengan
maksimal. Kegiatan tersebut dapat berlangsung secara efektif jika
perusaahaan memiliki braanch Manager yang cekatan.

Branch Oprasional Service Manager, seorang Branch Oprational
Service Manager harus melakukan ssurvive terhadap proses pekerjaan
dibawah koordinasinya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dibawah
koordinasinya, untuk memastikan seluruh pekerjaan dilakssanakaan
sesuai dengan renvcana atau target kerja dan SOP yang berlaku.
Consumer Banking Relationship Manager, seseorang Consumer
Banking Relationship Manager bagian dari tim penjualan yang
bertugas untuk membangun dan memelihara hubungan bersaa klien
dan pelanggan perusahaan.

Pawning Officer, bertugas men genalkan produk gadai emas dan

memrpomosikannya ke nasabah.



5)

6)

7)

8)

9)
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Pawning Staff, bertugas memsatikan kelangkapan dokumen aplikasi
gadai yang menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai
ketentuan yang berlaku.

Oprational Staff, bertugas dalam pengurusan legalitas perusahaan,
pengurusn oprasional dan pembuatan ijin perusahaan.

Costumer service, bertugas untuk melyani nasabah secara lanagsung
yang datang ke kantor BSI, baik itu membuka dan menutup rekening
nasabah, menyampaikan informasi produk-produk BSI dan menginput
data sabah funding.

teller, bertugas untuk mengatur dan memelihara saldo atau posisi uang
kas yang ada dalam tempat khasanah bank, melakukan transaksi
keuangaan tunai, dan membuat laporan kas harian.

Consumer Business Staff, bertugas memastikan bagaimana perusahaan
dapat berkembang secara terus menerus baik dari segi bisnis, produk,

relasi, konsumer hingga kerja sama.

10) Customer Sales Execuive (CSE), bertugas memasarkan produk

pembiayaan Griya, OTO, daan dana pensiun di BSI

11) Sales Force (SF), bertugas mengunjungi nasabah pensiun untuk

menawarkan produk pembiayaan pensiun, dan mengumpulkan data

pembukaan pembiayaan pensiun.

12) Satpam, bertugas menyelenggarakan keamanan dan Kketertiban

dilingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik,

personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.
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13) OB, Seorang officer boy akan membantu setiap karyawan untuk
memberikan surat kepadasetiap karyawan. Membantu merapikan ruang
kantor. Setiap orang akan bekerja dengan baik jika ruangan kantor
tetap bersih.

2. Profil Informan dan informan kunci

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yaitu 7 orang
merupakan nasabah gadai Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo
dan 1 orang merupakan Customer Service Bank Syariah Indonesia (BSI)
KCP Ratulangi Palopo, kemudian 1 informan kunci yaitu petugas gadai
emas Bank Syariah Indonesia (BSI1) KCP Ratulangi Palopo.

Selaku informan yaitu sebagian besar adalah ibu rumah tangga yang
memiliki kebutuhan mendesak salah satunya adalah kebutuhan biaya
pendidikan anak. Latar belakang pendidikan para nasabah yaitu lulusan
SMA, SMP, SD, informannya sebagai berikut:

a. Ibu Rahmah
Ibu Rahmah berusia 40 tahun, Profesi sebagai Ibu Rumah tangga,
Memiliki 3 orang anak. Anak pertama (laki-laki) berusia 18 tahun
sekolah di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),anak kedua
(Perempuan) berusia 16 tahun yang juga bersekolah (SMK) bersama
kakaknya, anak ketiga berusia 3 tahun.

b. Ibu Suriani
Ibu Suriani berusia 45 tahun, Profesi sebagai Penjual Sayur, Ibu Suriani

memiliki 4 orang anak. Anak pertamanya (laki-laki) berusia 22 tahun
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bekerja sebagai buruh, anak kedua (laki-laki) bekerja di rumah makan.
anak ketiga bersekolah di Sekolah, Menengahh Kejuruan (SMK), dan
anak ke empat berusia 3 tahun.

Ibu Dewi

Ibu Dewi ini berusia 50 tahun. Beliau memiliki 2 orang anak yang
pertama berusia 24 tahun yang berpendidikan Strata Satu (S1) dan anak
kedua sementara menempuh pendidikan di salah satu Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) palopo.

Ibu Nurhapida

Ibu Nurhapida berusia 58 tahun ini memiliki 4 orang anak. Anak
pertama (perempuan) sudah berkeluarga yang bekerja menjadi salah
satu karyawan di rumah makan, anak ke 2 sudah menyelesaikan studi
Strata Satu (S1)dan bekerja sebagai guru honor, anak ke 3 juga bekerja
di rumah makan mengikuti kakanya dan anak ke 4 yang masih sekolah
di Sekolah menengah kejuruan (SMK).

Ibu Irma

Ibu Irma ini berusia 45 tahun. memiliki 2 orang anak yang berusia 14
tahun dan anak keduanya 11 tahun bersekolah di Sekolah Dasar (SD)

Karang-karangan, dan istrinya salah satu aparat desa.



f.

h.
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Ibu Kasma
Ibu Kasma 42 tahun berprofesi sebagai wiraswasta. Pendidikan terakhir
Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beliau mempunyai 3 orang anak,
anak pertama sudah berkeluarga dan Kedua anaknya perempuann
dimana masih bersekolah. Anak kedua bersekolah di Sekolah (SMP),
dan anak ketiga masih berumur 4 tahun.
Ibu Arifah
Ibu Arifah berusia 42 tahun Beliau mempunyai 3 orang anak.Anak
Pertama dan kedua sekolah di Sekolah Dasar (SD), dan anak ketiga
masih sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK).
Ibu Sarah Muhammad
Ibu Sarah Muhammad ini berusia 26 tahun yang bekerja selama 2 tahun
terhitung mulai 15 Desember 2020 yang bertugas sebagai Custumer
Service di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo.

Untuk menguatkan pernyataan informan di dibutuhkan informan
kunci yaitu Ibu Sitti Nursyamsi salah satu petugas gadai emas Bank

Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo
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B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penerapan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi
Palopo berdasarkan DSN MUI No. 25 tahun 2002

Biasanya di momen-momen tertentu terkadang kebutuhan mendesak selalu
datang, tapi dana dikantomg sangat terbatas. Gadai emas Bank Syariah
Indonesia (BSI) bisa menjadi pilihan bagi yang membutuhkan uang tunai
dalam waktu cepat. Gadai emas BSI adalah produk pinjaman agunan berupa
emas untuk memperoleh uang tunai secara mudah, aman, dan biaya ringan.
Rahn juga merupakan istilah untuk memberikan harta sebagai jaminan untuk
utang. Sistem gadai ini bertujuan untuk melunasi utang yang tidak dapat
dibayar oleh orang yang berutang. Adapun akad utama yang digunakan dalam
produk gadai syariah adalah rahn.

Berdasarkan hasil penelitian baik dari data hasil wawancara yang peneliti
dapatkan serta dokumentasi dari pengamatan peneliti yang didapatkan terhadap
subjek penelitian yaitu dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor
25/DSN-MUI/111/2002 tentang rahn diperbolehkan dengan beberapa ketentuan,
sebagai berikut:

1. Murtahin ( Penerima Barang )
Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo selaku penerima
barang mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sebagai jaminan

sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.



69

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu nasabah gadai Bank
Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo ibu Rahmah sebagai
berikut:

” Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo menahan
atau menyimpan emas saya sebagai jaminan atas pinjaman uang sampai
saya melunasi pinjaman tersebut “

Selain Murtahin memiliki hak, Murtahin juga memiliki kewajiban
yaitu diwajibkan memelihara Marhun sebagaimana layaknya bila tidak,
ketika ada cacat atau kerusakan barang bahkan hilang, maka menjadi
tanggung jawab Murtahin. Menurut Hanafi, Murtahin yang memegang
Marhun menanggung resiko kerusakan Marhun atau kehilangan Marhun.
Bila Marhun itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian (disia-siakan)
maupun tidak. Demikian pendapat Ahmad Azhar Basyir, bertanggung
Jawab menjaga marhun atau barang gadai. Sedangkan menurut Syafi’yah,
Murtahin menanggung resiko kehilangan atau kerusakan Marhun bila
Marhun itu rusak atau hilang karena menyia-nyiakan.

Kemudian selanjutnya dalam proses transaksi gadai, Murtahin tidak
memberikan waktu yang lama dalam menyelesaikan transaksi, seperti yang
dikemukakan oleh salah satu informan ibu Irma, sebagai berikut:

“ Proses gadai emas di Bank Syariah Indonesia sendiri tidak
membutuhkan waktu yang lama, hanya sekitar 30 menit, gadai emas di BSI
bisa langsung diproses.”™’

Selanjutnya Murtahin harus memberikan peringatan kepada rahin

untuk segera melunasi utangnya jika sudah mendekati waktu jatuh tempo.

7 Rahma, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”. Palopo, 23 Agustus 2022
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Seperti yang dikemukakan oleh salah satu nasabah gadai BSI KCP
Ratulangi Palopo yaitu ibu Dewi, sebagai berikut:

“ Saya menerima sms peringatan dari pihak bank jika sudah dekat
waktu jatuh tempo.”®

Dari uraian peneliti di atas menggambarkan bahwa Bank BSI
Murtahin_memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Rahn (Gadai)

emas.

2. Marhun (Barang gadai/ Emas)

Barang gadaian yang dapat dijadikan pengikat utang yang dipegang
oleh murtahin sebagai jaminan mempunyai Kriteria yaitu barang-barang
yang dapat dijual, barang gadaian harus merupakan harta menurut syara’
tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, barang gadaian tersebut
harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu dengan tidak dapat
dipastikan ada tidaknya dan tentunya barang tersebut merupakan milik si
rahin. Dalan penelitian ini jenis barang yang digadai adalah emas

Berikut dikemukakan oleh salah satu karyawan BSI KCP Ratulangi
ibu Sarah Muhammad sebagali berikut:

“ Jenis emas yang bisa dijadikan jaminan, mulai dari emas
lantakan, koin dinar hingga perhiasan emas minimal 16 karat. °°

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Prinsipnya,

Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali atas izin Rahin

>8 Dewi, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara” 23 agustus 2022
>9 Sarah Muhammad, Coustomer Service BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara 22
agustus 2022
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dengan tidak mengurangi nilai marhun serta pemanfaatannya hanya sekedar
pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pada kesempatan yang berbeda peneliti melakukan wawancara
dengan petugas gadai emas BSI KCP Ratulangi ibu Nursyamsi, pernyataan
beliau sebagai berikut:

“ Taksiran emas yang biasa diperhitungkan dalam rahn adalah
karatase emas, volume emas, serta berat emas.””®°

Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi
kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin. Adapun

biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

3. Akad Qardh dengan Agunan Gadai Emas Dan Akad ljarah

Rhan Gadai emas syariah atau disebut juga pembiayaan rahn pada BSI
Ratulangi Palopo menggunakan prinsip syariah dengan akad gardh, rhan
dan ljarah, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang
berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari

nasabah kepada Bank sebagai angunan atas pembiayaan yang diterima.
a. Akad Qardh dengan Agunan Gadai Emas (“Akad”) ini dibuat dan

ditandatangani oleh dan antara:

1) PT Bank Syariah Indonesia Thk, berkedudukan di Jakarta pusat dalam
hal ini diwakili oleh pejabat bank yang memberikan persetujuan
sebagaimana tersebut dibagian akhir akad ini, untuk selanjutnya

disebut Bank.

80 Sitty Nursyamsi, Petugas Gadai Emas BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”, Palopo
23 agustus 2022
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2) Nasabah, yang identitas lengkapnya disebutkan pada lembar Formulir
Pemohonan Gadai Emas dan telah ditanda tangani, selaku penerima
pembiayaan, untuk selanjutnya disebut Nasabah.

Dalam proses rahn ada akad yang didalamnya tertera jangka waktu
gadai, seperti yang dikemukakan oleh ibu Rahma sebagai berikut:

“ Adapun janka waktu gadai adalah 4 bulan dan bisa diperpanjang jika

saya belum mampu untuk melunasi pinjaman saya "%

Selain jangka waktu gadai dalam akad juga tercantum masalah
pembiayaan. Berdasarkan permohonan Nasabah dengan ini setuju untuk
memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad kepada Nasabah
(“pembiayaan”) dengan plafond pembiayaan sebagaimana dicantumkan
dalam surat bukti Gadai Emas (“SBGE”) yang telah ditandatangani
Nasabah yang merupakan kesatuan dengan Akad ini tersebut dengan
agunan berupa gadai (Rahn) emas.

Seperti yang dikemukana oleh salah satu nasabah gadai Bank syariah
Indonesia KCP Ratulangi Palopo yaitu ibu Dewi sebagai berikut:

“ Berdasarkan akad atau kesepakatan, ditentukan bahwa besarnya biaya

pemeliharaan dan penyimpanan marhun ditentukan berdasarkan jumlah

pinjaman "2

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian pembiayaan

tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai Berikut:

Pembiayaan Gadai dengan Agunan Emas:

61 Rahma, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”, 23 agustus 2022
62 Dewi, Nasabah BST KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”, 23 agustus 2022
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1) Berdasarkan Akad Qardh, Bank memberikan pembiayaan kepada
Nasabah dengan nilai pinjaman sebagaimana disebutkan dalam SBGE
(“selanjutnya disebut “Hutang/Kewajiban”),

2) Jangka waktu pembiayaan, Nasabah wajib melunasi kembali jumlah
seluruh hutangnya yang timbul berdasarkan Pembiayaan kepada bank
pada tanggal jatuh tempo sebagaimana di sebutkan dalam SBGE dengan
cara membayar sekaligus dan lunas pada saat pembiayaan jatuh tempo
Agunan.

b. Akad ljarah

Bahwa Bank dan Nasabah telah mengadakan perjanjian
pembiayaan dengan akad Qardh dengan agunan berupa gadai emas
(Rahn) sebagaimana tersebut di dalam Akad Qardh yang merupakan satu
kesatuan dengan Akad ljarah ini. Semua definisi yang digunakan dalam
Akad ljarah ini mengacu pada definisi yang digunakan dalam akad
Qardh.

Untuk maksud tersebut Para Pihak setuju membuat dan
menandatangi Akad ljarah ini dengan ketentuan sebagi berikut:

a) Nasabah berkewajiban membayar Biaya Sewa Penyimpanan
sebagaimana disebutkan pada lembar SBGE, dihitung per 15 hari
terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam SBGE.

b) Nasabah berkewajiban membayar Biaya Administrasi yang jumlah
dan tanggal pelunasannya sebagaimana disbutkan pada lembar

SBGE.
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c) Bank berkewajiban mengasuransikan Barang Gadai tersebut yang
dimulai sejak Nasabah menandatangani SBGE sampai dengan
tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana disebutkan dalam
SBGE Barang Gadai dan Bank bertanggung jawab atas kerusakan
atau kehilangan tersebut karena tindak pidana pencurian dan
berkewajiban untuk mengganti kerugian yang tibul sebesar
maksimalm 100% (Seratus Persen) dari nilai taksiran Barang Gadai
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku setelah
diperhitungkan hutang Nasabah sebagaimana tersebut dalam SBGE.
Pada kesempatan lain penulis melakukan wawancara dengan
nasabah gadai emas yang lain pada bank Syariah Indonesia KCP
Ratulangi yaitu ibu Nurhapida tentang bagaimana jika seandainya
dikemudian hari ada penurunan nilai aset atau rusaknya aset yang
dijadikan jaminan, berikut pernyataan dari ibu Nurhapida:
“ Jika terjadi penurunan Harga Dasar Emas (HDE), dengan ini
Nasabah bersedia untuk menutupi selisih antara HDE saat
perpanjangan dan apabila selisih tersebut tidak dilunasi Nasabah, maka
Nasabah dianggaap wanprestasi dan pembiayaan jatuh tempo seketika
serta Bank berhak melakukan penjualan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan dari informan kunci
yaitu petugas gadai Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo ibu

Sitti Nursyamsi, sebagai berikiut:

“ Segala sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Akad ini akan
diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam waktu

63 Nurhafida, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo,”Wawancara”, Palopo 23 agustus 2022
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maksimal 30 (tiga puluh) hari kelender. Dalam hal ini tidak tercapai

kata mufakat maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa

melalui pengadilan agama dan dimana akad ini ditandatangani. "%
Seluruh data, keterangan dan pernyataan yang diberikan oleh

Nasabah dalam Akad ini dalam lampiran-lampiran akad yang bekaitan

adalah benar dan sah oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab segala

resiko yang timbul. Akad ljarah ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Akad gardh, SBGE dan formulir permohonan Gadai

Emas. Ketentuan dalam akad ini telah disesuaikan dengan ketentuan

perundangan yang berlaku termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK).%®
4. Biaya Penitipan (Ujrah)

Pada akad Gadai Emas (Rhan) nasabah membutuhkan pembiayaan atau
pinjaman uang dari Bank, atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu
alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Transaksi gadai emas pada
Bank BSI KCP Ratulangi Palopo menggunakan Akad Qardh dengan Agunan
emas dan Akad ljarah. Jadi bank mendapatkan keuntungan dari biaya sewa
tempat/ Biaya penitipan untuk barang jaminan (emas). DSN MUI telah
mengatur tentang pemberian/penentuan Ujrah harus disepakati diawal dan

dinyatakan dalam bentuk nominal.

64 Sitti Nursyamsi, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”, Palopo 23
agustus 2022
8 Brosur Gadai Syariah BSI KCP Raulangi Palopo
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Biaya penitipan (ujrah) ialah imbalan, gaji atau upah yang diberikan atas
suatu manfaat barang atau jasa. Biaya penitipan ujrah merupakan bagian dari
harga jual produk gadai emas di BSI Ratulangi Palopo.

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan ibu Nurhapida sebagai
berikut:

“ Biaya yang perlu nasabah bayar adalah untuk sistem pegadaian syariah
adalah biaya penjagaan, biaya penggantian kehilangan, asuransi, gudang
penyimpanan serta pengelolaan. "

Dari Hasil wawancara diatas diperkuat dengan pernyataan informan kunci

yaitu ibu Sitti Nursyamsi, beliau mengatakan:
“ Bank Syariah Indonesia hanya akan memperoleh keuntungan dari biaya
sewa tempat penyimpanan. Semakin Banyak jumlah emas yang digadaikan
maka jumlah sewa penitipan semakin bertambah namun terbilang murah
karena mendapatkan “Discount”.5

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh ibu Arifah, beliau memberikan
pernyataan sebagai berikut
“ Diskon yang diberikan oleh bank adalah hanya merupakan strategi bank
dalam memasarkan produk gadai emas, karena diskon tersebut hanya sebagai
pancingan agar nasabah meminjam uang dalam jumlah banyak, semakin besar
pinjaman maka semakin besar keuntungan yang didapat oleh bank "%

Berikut Biaya dan Tarif Gadai Emas pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo:
a. Biaya Administrasi

500 Ribu s.d. < 20 Juta: 25.000

20 Juta s.d. < 100 Juta: 80.000

b. Ujrah

® Nurhapida, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara” Palopo 23 Agustus
2022

67 Sitti Nursyamsi, Petugas Gadai emas BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara, Palopo
23 agustus 2022

68 Arifah, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara” 23 agustus 2022
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500 Ribu s.d. < 20 Juta: eq. 1,80% terhadap pembiayaan
20 Juta s.d < 100 Juta: eq. 1,50% terhadap pembiayaan

100 Juta: eq. 1,10% terhadap pembiayaan

Tabel. 1.4 Tarif dan Biaya

Pembiayaan Biaya Titip/ Bulan E.Q Rate
1.000.000 18.000 1,80%
5.000.000 90.000 1,80%
10.000.000 180.000 1,80%
15.000.000 270.000 1,80%
20.000.000 300.000 1,50%
25.000.000 375.000 150%
50.000.000 750.000 1,50%

100.000.000 1.100.000 1,10%

Dari uraian diatas terhadap penentuan biaya ljarah dalam sistem gadai
Syariah di BSI KCP Ratulangi Palopo dapat dilihat bahwa perhitungan biaya
ljarah atau biaya Sewa tempat di BSI KCP Ratulangi Palopo dapat dilihat
berdasarkan besarnya nilai barang nasabah.

Menurut dari hasil wawancara penulis dengan salah satu informan ibu
Suriani mengatakan bahwa:

“ Besarnya jumlah pinjaman ditentukan oleh besarnya jumlah volume atau

berat emas yang digadai”®®
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Hal senada juga dikemukakan oleh informan lain yaitu ibu Kasma selaku
nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo mengatakan bahwa

“ Semakin besar jumlah emas yang digadai maka semakin besar pula
biaya pemeliharaan yang dibebankan kepada kami selaku peminjam "

Karena pada dasarnya biaya ljarah atau biaya sewa yang harus diterima
oleh BSI KCP Ratulangi Palopo adalah biaya yang telah ditentukan oleh pihak
pegadaian BSI KCP Ratulangi Palopo, dalam penentuan biaya ljarah di BSI
KCP ratulangi Palopo disimpulkam tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah

Nasional No 25/DSN-MUI/111/2002. Yaitu bahwa besarnya biaya pemeliharaan

dan penyimpanan marhun tidak bileh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

70 Kasma, Nasabah BSI KCP Ratulangi Palopo, “Wawancara”, Palopo 23 Agustus 2022



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil Penelitian penerapan gadai emas pada Bank
Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo yang telah dilakukan pada
penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan gadai emas pada Bank Syariah Indoneisa (BSI) KCP Ratulangi
Palopo sudah memenuhi proses dan memenuhi syarat-syarat Rahn, mulai
dengan adanya Murtahin (penerima barang), Marhun (Barang gadai),
adanya akad dan penentuan biaya pemeliharaan atau biaya ijarah. Proses
gadai Pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo adalah apabila rahin
menandatangani perjanjian dalam surat bukti Rahn, setelah itu untuk
menitipkan barang gadainya rahin harus melaksanakan akad ijarah (akad
sewa tempat), akibatnya akan timbul biaya ijarah. Namun biaya
pemeliharaan dan penyimpanan Marhun ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman. Semakin banyak Jumlah emas yang digadaikan Semakin besar
biaya pemeliharaan dan penitipan (Ujrah) meskipun Bank BSI sudah
memberikan discount.

2. Penentuan biaya ijarah gadai emas pada Bank BSI KCP Ratulangi Palopo
Belum terlaksana sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/IN1/2002 tentang Rahn. Dinyatakan
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belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 25/DSN-MUI/111/2002, Dengan

mempertimbangkan Resiko kehilangan dan kerusakan barang.
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B. Saran
Sejumlah saran yang dapat direkomendasikan terkait dengan hasil penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1 Bagi pihak Bank Syariah Indonesia
a. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ratulangi Palopo agar
meningkatkan pemberian informasi tentang bank syariah Indonesia
kepada masyarakat mengingat karena kurangnya pengetahuan nasabah
tentang bank syariah, faktor yang paling diperhatikan oleh nasabah
adalah memutuskan untuk menggunakan jasa perbankan syariah.
b. Sebaiknya Bank Syariah Indonesia (BSI) meninjau kembali sistem
penentuan ijarah gadai emas dan menyesuaikan dengan aturan Fatwa
Dewan Syariah Nasional MUI No. 25 Tahun 2002
2 Bagi nasabah , sebelum melakukan akad sebaiknya lebih memperjelas
ketentuan-ketentuan bank mengenai keuntungan dan kerugian yang didapat
kan jika sesuatu terjadi diluar keinginan.
3 Bagi Masyarakat, agar dapat mencari informasi tentang produk bank syariah
sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan produk yang sesuai dengan

kebutuhan dan keinginannya.
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2. Jenis apa Saja yang bisa dijadikan jaminan?
C. PEDOMAN WAWANCARA NASABAH
1. Menurut Ibu apakah betul bank BSI berhak menahan barang gadai?
2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses transaksi gadai?
3. Bagaiama Ibu mengetahui waktu jatuh tempo?
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